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ABSTRAK

Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari sistem norma dalam
masyarakat itu, seperti Islam, Kristen, ataupun Yahudi, dari awal perjalanannya
tidak terlepas dari sistem norma dalam instrumen wahyu dan instrumen kerasulan
yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran agama, sistem sosial, budaya dan
politik yang terimplementasi dalam interaksi sosial yang melekat dalam suatu
wilayah, dari sistem sosial inilah maka akan melahirkan sistem prilaku. Dengan
demikian perbedaan dogma yang menjadi norma dalam suatu masyarakat akan
melahirkan prilaku politik dan sosial yang berbeda-beda.

Berangkat dari pemikiran diatas memunculkan suatu asumsi baru, bahwa
perbedaan suatu dogma akan melahirkan perbedaan dalam sistem sosial dan
sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari
berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam
sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik
dalam suatu negara. Hal ini yang mengispirasi penulis untuk mengkaji Piagam
Madinah sebagai suatu konstitusi bagi masyarakat yang berbeda-beda dalam
dogma, tetapi mampu membangun suatu sistem politik (negara) dalam kesatuan
praktek-praktek politik. Bagaimana perbedaan dogma melahirkan kesatuan dalam
Piagam Madinah ?, Nilai-nilai apa saja yang menjadi pijakan masyarakat dalam
Piagam Madinah ?, Bagaimana proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam
Piagam Madinah ?.

Tesis ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data
dikumpulkan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari perpustakaan
maupun dari internet (website) yang berhubungan dengan Dogma dan Politik
dalam Piagam Madinah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni data
dogma dan politik dalam Piagam Madinah, disusun sesuai dengan fokus
penelitian dan dianalisa dengan teori Motif dan teori Magasid Syariah. Sedangkan
Pendekatan dalam penelitian ini adalah Political Historis Normatif-Filosofis.

Hasil penelitian ini berdasarkan data-data dapat disimpulkan, Pertama,
mengetahui nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan
Piagam Madinah, dimana konstruk pemikiran akan menghasilkan prilaku,
sehingga perbedaan agama, suku, golongan, etnisitas dan status sosial terlebur
dalam konsep Human Equality (persamaan hak kemanusiaan) yang dibawakan
oleh Muhammad SAW dalam suatu kesatuan praktek politik yang disebut Ummah
(umat) dengan prinsip Magasid Syariah yaitu perlindungan terhadap agama
(hifzuddin), perlindungan terhadap jiwa (hifzun-nafsi), perlindungan terhadap
harta (hifzulmali), perlindungan terhadap akal (hifzul-agli), dan perlindungan
terhadap keturunan (hifzun-nasli), dimana telah disebutkan dalam Piagam
Madinah bahwa pasal 25 menunjukkan tentang hak atas kebebasan beragama,
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pasal 26 sampai pasal 35 menunjukkan hak atas persamaan di depan hukum, pasal
14 menunjukkan hak untuk hidup dan pasal 2 sampai pasal 13 menunjukkan hak
memperoleh keadilan.

Kedua, Nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan
Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat Madinah yang
dibawakan oleh Muhammad SAW adalah Nilai Humanism (kemanusiaan),
Equality (persamaan) dan Justice (keadilan).

Ketiga, Masyarakat Madinah sebelum adanya Piagam Madinah merupakan
masyarakat yang heterogen dengan perbedaan agama, suku, golongan, dan status
sosial yang dilanda kekacauan sosial politik dengan perselisihan, perang saudara
atau perang antar suku menjadi pemandangan yang biasa dalam masyarakat
Madinah. oleh karena itu Muhammad SAW membangun wawasan kebangsaan
dalam Piagam Madinah dengan konsep kesatuan Ummah, dimana masyarakat
mempunyai kepercayaan ketuhanan, dan membangun persamaan berpolitik akan
kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut Ummah dalam
Piagam Madinah.

Kata Kunci : Dogma dan Politik, Piagam Madinah, Motif dan Magasid
Syariah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari sistem norma dalam
masyarakat itu, seperti Islam," Kristen,? ataupun Yahudi.> dari awal perjalanan
agama-agama itu tidak terlepas dari sistem norma dalam instrumen wahyu dan
instrumen kerasulan. Kandungan sistem norma terdapat prinsip-prinsip ajaran
agama, sistem sosial, budaya dan politik yang implementasinya dalam interaksi
sosial melekat dalam suatu wilayah, dari sistem sosial inilah maka akan
melahirkan sistem prilaku. Dengan demikian perbedaan dogma yang menjadi
norma dalam suatu masyarakat akan melahirkan prilaku politik dan sosial yang

berbeda-beda.

! Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahddatain ("dua kalimat
persaksian"), yaitu "asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan
rasuulullaah™ - yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi
bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip keesaan Tuhan dan
pengakuan terhadap kenabian Muhammad. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian
mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam
status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). Kaum Muslim
percaya bahwa Allah mengutus Muhammad sebagai Nabi terakhir setelah diutusnya Nabi Isa 6
abad sebelumnya. Agama Islam mempercayai bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan
perbuatan Muhammad) sebagai sumber hukum dan peraturan hidup yang fundamental.

2 Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus
Kristus adalah pendiri jemaat (gereja) dan kepemimpinan gereja yang abadi (Injil Matius 16: 18-
19)Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja
dan Hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung ajaran moral yang
tertulis dalam Sepuluh Perintah Tuhan.Kata Kristen sendiri memiliki arti "pengikut Kristus atau
"pengikut Yesus". Murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen.

® Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, ras atau suku bangsa. Sebagai
agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Yahudi diambil menurut salah
satu marga dari dua belas leluhur Suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda.
Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putera Yakub, seorang nabi yang hidup sekitar abad 18 SM
dan bergelar Israil. Seluruh turunan dari 12 putera Yakub (lIsrael) itu dikenal dengan sebutan Bani
Israel (keturunan langsung Israel) yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi
Suku Israel.
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Berangkat dari pemikiran diatas memunculkan suatu asumsi baru, bahwa
perbedaan suatu dogma akan melahirkan perbedaan dalam sistem sosial dan
sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari
berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam
sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik
dalam suatu negara. Hal ini yang mengispirasi penulis untuk mengkaji Piagam
Madinah sebagai suatu konstitusi bagi masyarakat yang berbeda-beda dalam
dogma, tetapi mampu membangun suatu sistem politik (negara) dalam kesatuan

praktek-praktek politik.

Masyarakat Madinah terdiri dari bermacam suku, golongan dan agama.
Golongan-golongan itu antara lain para sahabat Rasulullah, kaum musyrikin
Madinah, dan kaum Yahudi. Kaum musyrikin madinah adalah kabilah-kabilah
asli Madinah. Diantara mereka ada yang masih ragu-ragu meninggalkan agama
nenek moyang mereka, namun mereka tidak memusuhi Islam. Sebagaian kaum
musyrikin yang lain diam-diam memusuhi Islam. Diantara mereka yang diam-
diam memusuhi Islam adalah Abdullah bin Ubay. la menampakkan ke-Islaman
pada Rasulullah, namun dalam hatinya mereka memusuhi dan merongrong umat
Islam. Sebelumnya Abdullah bin Ubay akan diangkat raja di Madinah untuk
menyatuhkan suku Aus dan Khazraj. Namun dengan kedatangan Islam, Abdullah
bin Ubay batal diangkat menjadi raja. Hal ini yang menyebabkan ia membenci

kedatangan Rasulullah dan diam-diam merongrong Islam.*

* H. M. As’ad Bashori, Sejarah Kebudayaan Islam, (Surabaya: Prima Media, 2008), HIm.
22.



Selain Abdullah bin Ubay satu orang lagi yang menampakkan permusuhan
pada Islam adalah Abu Amir dari suku Aws. Dia sampai bergabung dengan
Quraisy Makkah untuk menyerang umat Islam.> Yahudi pun juga pada dasarnya
tidak senang akan kedatangan Islam yang berdampak pada hilangnya potensi
mereka untuk merebutkan dominasi di Madiah, pada awalnya suku Aws dan
Khazrah bersatu untuk menyingkirkan Yahudi dari Madinah namun dengan tipu
daya Yahudi dapat memecah bela kedua suku ini untuk perang, sehingga Yahudi
dapat legalitas untuk tinggal di Madinah dan mendapatkan keutungan dari
perseteruan diantara mereka.® Untuk itu kaum Yahudi menerima kedatangan
Islam hanya karena alasan politik yang dengan kedatangan Islam bisa
dimanfaatkan untuk kepentingan Yahudi.

Atas dasar itulah demi mewujudkan negara yang kokoh Nabi Muhammad
SAW mempersatukan seluruh lapisan golongan masyarakat Madinah dengan
diikat oleh Perjanjian yang disebut Piagam Madinah dan diharapkan dapat
memperkuat posisi negara Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam.

Dimana yang menandatangi Piagam Madinah adalah tokoh kaum
Mubhajirin dan Anshar, tokoh Yahudi dan Nasrani dari Bani Qainuga, bani Nadir,
dan Bani Quraidah. Mereka menyatakan kesiapan untuk membangun Madinah
dan menjaga Madinah dari serangan musuh-musuhnya.’

Dari segi itulah, ketertarikan penulis atas signifikasi penelitian ini yang

menitik tekankan pada dogma dan politik dalam Piagam Madinah. dimana

® Martin Lings, Muhammad, (Jakarta: Serambi, 2007), Hlm. 271.

® H. M. As’ad Bashori, Sejarah Kebudayaan Islam, (Surabaya: Prima Media, 2008), Him.
19.

" Budi Sudrajat, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Yudhistira, 2007), HIm. 23.



perbedaan dogma dan politik dalam tatanan negara madinah pada waktu itu

menjadi satu kesatuan praktek politik yang di bangun atas perbedaan dogma dan

politik yang ada dalam suatu sistem norma dan sistem sosial, sehingga

membentuk sistem prilaku yang menjadi satu kesatuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.

Bagaimana perbedaan dogma melahirkan kesatuan dalam Piagam
Madinah ?
Nilai-nilai apa saja yang menjadi pijakan masyarakat dalam Piagam
Madinah ?
Bagaimana proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam

keberagaman agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

a.

Mendeskripsikan bahwa atas perbedaan dogma dan politik itu bisa
menjadikan satu kesatuan dalam praktek poltik dengan menelaah Piagam
Madinah sebagai konstitusi masyarakat madinah.

Mendeskripsikan nilai-nilai  yang menjadi pijakan bersama atas
terbentuknya Piagam Madinah.

Mendeskripsikan proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam
keberagaman agama

Menedekripsikan signifikansi pemikiran dalam teori dan praktek politik.



Dan diarapkan berguna untuk:

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat memberikan konstribusi
cakrawala pengetahuan bagi peneliti, analisis politik dan hukum tata
negara. terlebih bagi mahasiswa yang menekuni studi politik dan
pemerintahan dalam Islam.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan
pengetahuan bagi publik tanah air tentang dogma dan politik sehingga
membentuk satu kesatuan dalam praktek politik. Dimana dalam penelitian
ini menjelaskan Piagam Madianah sebagai sebuah bentuk dokumentasi
nilai konstitusi yang menjadikan pijakan dalam menjalankan praktek
politik dalam suatu masyarakat Madinah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan ilmiah tentang Piagam Madinah memang telah banyak dikaji,
tetapi menurut penulis belum ada yang mengkaji dogma dan politik dalam Piagam
Madinah. Penelitian W. Montgomery Watt, Menyatakan bahwa “dokumen ini
secara umum diakui otentik.”® Ia menambahkan bahwa “dokumen tersebut
merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya.®
Lahir atau terbukanya konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat
“anugrah” atau “pemberian” (grant) seorang yang berkuasa, atau disusun oleh

suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang

8 W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (London: Oxford University Press, 1972),
him. 225.
® Ibid., him. 228.



untuk membuat konstitusi.’® Sesuai zamannya, Konstitusi Madinah dilahirkan
dalam bentuk pertama. Dalam hasil penelitian W. Montogomery Whatt, yang
berjudul Muhammad at Madinah, dan juga Muhammad Prophet and Statesman, ia
mengkaji dalam pendekatan teks Piagam Madinah dengan pendekatan sejarah
(Historis), melalui perspektif sosiologis.

Petunjuk penting tentang adanya konstitusi (piagam madinah) itu menurut
Arent Jan Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadist. Al-Bukhari dan Muslim,
menurutnya, mencantumkan ikhtisar tentang konstitusi itu dalam Bab Fada’il
(fadl) al-Madinah. la menambahkan bahwa isi dokumen itu juga disebutkan oleh
Abu Dawud dan Al-Nasa’i." Arent Jan Wensinck ini menuliskan melalui
pendekatan sejarah dan fokus kajiannya pada keaslian sumber pasal dalam Piagam
Madinah menjadi 47 pasal.

Sedangkan dalam Disertasinya Ahmad Sukardja, ia menuliskan Piagam
Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana didalamnya ia menjelaskan
mengenai perbandingan teks Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945.
la menggunakan skala perbandingan dalam penelitian terhadap teks konstitusi
tersebut. Dalam penelitian Ahmad Sukardja, ia meneliti  menggunakan

pendekatan sejarah (historis) dan menggunakan perspektif perbandingan.*?

19 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1991) cet. XIII, him. 95-102.

1 Wolfgang Behn, Muhammad and The Jews of Medina, terjemahan dari Mohamed en de
Joden te Medina, oleh Arent Jan Wensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou,
1975), him. 66-67.

2 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian
Perbandingan tentang dasar hudup bersama dalam masyarkat yang majemuk, Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 1995.



Dari sinilah penulis akan menuliskan dogma dan politik dalam Piagam
Madinah, yang didalamnya akan mengekplorasi teks Piagam Madinah untuk
melihatnya apakah perbedaan dogma dan politik dalam tatanan negara madinah
pada waktu itu menjadi satu kesatuan praktek politik yang di bangun atas
perbedaan dogma dan politik yang ada dalam suatu sistem norma dan sistem
sosial, sehingga membentuk sistem prilaku yang menjadi satu kesatuan, beserta
signifikansi pemikiran teori dan praktek politik.

. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisa pembahasan ini, maka penyusun menggunakan teori
motif (motive theory). Dalam teori motif, penulis menggunakan bagan teori yang
dikemukakan oleh Albert Bandura,** dimana penulis akan mengungkapkan nilai-
nilai dalam sistem norma dan sosial sehingga membentuk sistem prilaku. Sosial
(Lingkungan dan Masyarakat) di Madinah, kemudian Konstruk Pemikiran
(Muhammad SAW), Idealisme (Prinsip), Masa Depan Masyarakat (kesatuan
umat), Tujuan (satu titik tujuan masyarakat), Pencapaian (Piagam Madinah), maka

dari situlah munculnya Prilaku yang seirama dengan Konstruk Pemikiran.

3 Teori Motif Menurut Albert Bandura, sebagai kontruk pikiran (cognitif construct). Sesuai
dengan kata asal (motive atau motivate) motif berarti sesuatu yang membuat seseorang bergerak
atau sesuatu yang mendorong tingkah laku manusia. Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar
melalui lingkungan sosialnya dengan menggunakan konstruk pikiran. Sedangkan konstruk pikiran
manusia itu bersumber pada dua hal yaitu; Pertama, gambaran masa depan (future outcomes),
keinginan, cita-cita, harapan mimpi yang melahirkan munculnya doronan tertentu bagi tingkah
laku atau dengan bahasa yang lebih mudah, ketika seseorang menentukan masa depan ia akan
terdorong mencapainya dengan menghasilkan tingkah laku untuk meraih masa depan. Kedua,
penetapan dan subtansi (setting goals) yaitu pilihan seseorang terhadap tujuan dibalik gambaran
masa depannya agar dapat di evaluasi. Dengan kata lain, seseorang menetapkan tujuan subansial
dalam beraktifitas sehingga mendorong dirinya menampilkan tingkah laku tertentu.



Sedangkan dalam mengurai dan memahami nilai-nilai piagam madinah,
maka penyusun menggunakan nalar teori Magasid Syariah (tujuan syari’ah).
Dimana Magasid Syariah itu penetapannya berdasarkan maksud dan tujuan
syariah, yakni berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (kebaikan bersama).
Penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum yang
dihadapi melalui pertimbangan maslahah. Perubahan hukum yang berlaku
berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari’ah dapat
mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Setiap perundangan hukum pastilah
bertujuan untuk melindungi lima kepentingan, yaitu perlindungan agama
(hifzuddin), perlindungan nyawa (hifzun nafsi), perlindungan harta (hifzulmali),
perlindungan akal (hifzul agli), dan perlindungan keturunan (hifzun nasli).**
Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan ‘perlindungan kehormatan’ atau hifzul-
irdi (hifz al-‘ird) di samping kelima keniscayaan di atas™®. Adanya suatu tatanan
hukum disini adalah akumulasi dari kesepakatan politik yang tertulis pada tatanan

masyarakat tersebut.

. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan Piagam Madinah sebagai khazanah
kelimuan Islam yang relevan diteliti sebagai teks Kuno, ketika membahas
mengenai konsep pemerintahan yang ada pada sejarah Islam. Piagam Madinah

mengandung makna politik berbasis umat, karena melibatkan seluruh umat dalam

4 Al-Gazali, al-Mustafa, vol.1. h.172. 1bn al-Arabi, Al-mahsul fil Usul al-Figh, vol.h.222.
Al-Amidi, al-lhkam, vol.4, HIm. 287.

5 Al-Gazali, al-Mustafa, vol.1,172. Al-Syatibi, al-Muwafagat, vol.3, HIm. 47. Lihat Jasser
Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, (Bandung : Mizan Pustaka. 2015)
Him. 34.



proses pembentukannya melalui kontrak sosial antara satu golongan dengan
golongan yang lain dalam kondisi yang majemuk, sehingga menjadi suatu
kesepakatan bersama.

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dogma dan politik dalam
Piagam Madinah. Oleh karena itu penyusun akan menggunakan metode analitis
kualitatif yang terfokus pada tipe penelitian bersifat diskriptif-analitis.

Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan
dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku,
persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga mendapatkan
gambaran sosial yang lebih jelas pada fakta yang ada, serta pengaruh sosial
terhadap politik kenegaraan.®

Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan diatas, penyusun telah
mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan metode
penggabungan penelitian kepustakaan, pada nantinya penyususun akan menitik
tekankan pada data-data pustaka (library research). Data yang dikumpulkan lebih
bersifat kualitatif, sehingga memerlukan ketajaman pemilihan data, untuk
selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptif-analitis.

Landasan berfikir metode kualitatif adalah paradigma positivisme Max
Weber, Immanuel Kant, dan Wilhelm Dilthey. Obyek penelitiannya adalah
makna-makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial.}” Untuk

lebih memudahkan penyusun dalam menyelesaikan rumusan masalah/pokok

6 Lexy J. Moleong, Metodologi Peneitian Kualitatif, cet. ke-31 (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), him. 6.

" Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, cet. Ke-2
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), him. 47.
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masalah yang ada dalam penelitian ini, penyusun memadukan pendekatan di atas
dengan pendekatan sosio-historis dan sosio-politis. Pendekatan ini digunakan
untuk meneropong sejarah intraksi antara elite sosial-politik Islam dengan elite
penguasa dalam upaya menentukan kebijakan.*®

Penelitian deskriptif merupakan bentuk yang lazim digunakan dalam
penelitian yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat
eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan
untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan sosial politik atau
masyarakat sosial ke lembaga politik, sehingga memberikan informasi awal
tentang issue yang dinyatakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang
mendukung dalam penelitian tersebut.'® Penelitian deskriptif juga berpatron pada
bentuk penelitian dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai
suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.?°

Hadari Nawawi menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif
adalah suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan
atau peristiva sebagaimana adanya, sehingga besifat sekedar untuk
mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekan pada pemberian gambaran
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang sedang diselidiki.

Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada (library

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku

8 M. Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi
(‘Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998), him. 195.
19 satrios Sarankos, Social Research (Melborn: Mac Milan Education Australia Pty Ltd,
1993), him.7.
% Koenjaraningrat, Metode Penelitian Bidang Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1989), him.
30.
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serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yang dapat diklarifikasi
sebagai berikut:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah teks asli Piagam Madinah.

2. Sumber sekunder, meliputi penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti
terdahulu yang isi daripada penelitian itu menyangkut tentang Piagam
Madinah.

3. Sumber tersier, meliputi jurnal dan majalah ataupun internet (wikipedia)
yang terkait dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama
pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data yang mempunyai makna signifikan
terhadap teks Piagam Madianah; kedua kalarifikasi data. Yaitu usaha untuk
memilih data agar supaya memudahkan dalam memahami data; ketiga
interprestasi data. Yaitu data yang telah diklarifikasi kemudian ditafsirkan atau
diinterprestasikan untuk memperoleh artikulasi sesuai kebutuhan penyusun dan
yang keempat dilakukan analitis data dengan menggunakan metode deskriptif-
analitis.

. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama, yaitu
pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama latar
belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian
sehingga akan di dapat gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengapa
penelitian ini dilakukan. Sub bab kedua, pokok masalah, sub bab ketiga tujuan

dan kegunaan penelitian. Sub bab keempat telaah pustaka. Sub bab kelima
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kerangka teori. Sub bab keenam metode penelitian. Sub bab ketujuh sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi teori motif. Dimana didalamnya mendeskripsikan
mengenai pembahasan definisi dan kerangka kerja teori. Dimana nantinya
digunakan sebagai alat pengupas berbagai teks Piagam Madinah untuk
mengetahui kerangka konsetual tentang dogma dan politik dalam Piagam
Madinah.

Bab ketiga ini mendeskripsikan teks Piagam madinah, sejarah
terbentuknya Piagam Madinah, Kontak Sosial masyarakat Madinah,
Penyepakatan Piagam Madinah sebagai konstitusi atau hukum yang mengikat
semua golongan masyarakat Madinah dan menguraikan nilai-nilai Piagam
Madinah.

Bab keempat ini lebih mendeskripsikan dan mengekplorasikan pada
analisis penyusun dalam dogma dan politik dalam Piagam Madinah sehingga
membentuk suatu kemanunggalan dalam praktek politik. nalar Maqasid Syari’ah
sebagai instrument yang mendasari dalam sebuah analisa penyusun.

Adapun Bab kelima atau Bab penutup berisi kesimpulan dari analisis
permasalahan secara umum dan dilanjutkan dengan saran-saran menyangkut

dinamika ilmiah selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Dogma dan Politik dalam Piagam Madinah,

menyimpulkan beberapa hal :

1. Mengetahui nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam
pembentukan Piagam Madinah, dimana konstruk pemikiran akan
menghasilkan prilaku, sehingga perbedaan agama, suku, golongan,
etnisitas, dan status sosial terlebur dalam konsep Human Equality
(persamaan hak kemanusiaan) yang dibawakan oleh Muhammad
SAW dalam suatu kesatuan praktek politik yang disebut Ummah
(umat) dalam Piagam Madinah dengan prinsip Magasid Syariah yaitu
perlindungan terhadap agama (hifzuddin), perlindungan terhadap jiwa
(hifzun-nafs), perlindungan terhadap harta (hifzulmali), perlindungan
terhadap akal (hifzul-agli) dan perlindungan terhadap keturunan
(hifzun-nasli), dimana telah disebukan dalam Piagam Madinah bahwa
pasal 25 menunjukkan tentang hak atas kebebasan beragama, pasal 26
sampai pasal 35 menunjukkan tentang hak atas persamaan di depan
hukum, pasal 14 menunjukkan hak untuk hidup, dan pasal 2 sampai

pasal 13 menunjukkan hak memperoleh keadilan.

2. Nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan

Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat Madinah
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yang dibawakan oleh Muhammad SAW adalah Nilai Humanism

(kemanusiaan), Equality (persamaan) dan Justice (keadilan).

3. Masyarakat Madinah sebelum adanya Piagam Madinah merupakan
masyarakat yang heterogen dengan perbedaan agama, suku, golongan,
dan status sosial yang dilanda kekacauan sosial politik dengan
perselisihan, perang saudara atau perang antar suku menjadi
pemandangan yang biasa dalam masyarakat Madinah. oleh karena itu
Muhammad SAW membangun wawasan kebangsaan dalam Piagam
Madinah  dengan konsep kesatuan Ummah, dimana masyarakat
mempunyai kepercayaan ketuhanan, dan membangun persamaan
berpolitik akan kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang

disebut Ummah dalam Piagam Madinah.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa akhir dari penelitian ini tidaklah sempurna
yang penyusun bayangkan dari awal, sebab kendala kurangnya literatur mengenai
Dogma dan Politik dalam Pigam Madinah, mengingat beberapa pertimbangan

tersebut kiranya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai saran dari penyusun:

1. Dalam pembacaan penyusun bahwa hasil penelitian Dogma dan Politik dalam
Piagam Madinah di Saentero Dunia ini belum ada yang menjelaskan secara
utuh sistem pemerintahannya melalui pendekatan politik dari cendekiawan
muslim, oleh karena itu penyusun berharap ada penelitian lainnya yang

melanjutkan penelitian ini.
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2. Dalam berbagai literatur yang ada, belum ada yang menjelaskan nilai-nilai
piagam madinah dengan demokrasi, sehingga perlu kiranya diteliti lebih

lanjut penelitian tentang Piagam Madinah dan Demokrasi.
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LAMPIRAN

Him

FN

Terjemahan

BAB Il

42

100

67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani,
akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri
(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-

orang musyrik.

[201] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh

dari kesesatan.




2. DOKUMEN PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah :
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan
muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti

mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

V.l s e Bas) g Al agdl,

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.

V. Ggomall agaile (5508 aa g Leitae ) s allaal agin O Blaty agling ) e (i B (e 05 saleall

O sall (p Janadl

Pasal 2
Kaum mubhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan

cara baik dan adil di antara mukminin.

¥, Oniegall (o Janll g (g ymally Lgaile (sadi Adia S5 (I 5V aglilaa () sBlaty agian ) e oo g



Pasal 3
Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan

dengan baik dan adil di antara mukminin.
Oiasall

Pasal 4
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

0, (e sall (pp Jandll g (o g paally Lile (5285 agie Adila JS 5 (I 5V 0 sty aginn ) (o dijall s

Pasal 5
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Lo bdll g g jaally Lile (g4 agia Adila JS g g¥) aelilas () slilaty agian ysle adia ging

e sall

Pasal 6



Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 7
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
A g rally Lgpile (a8 agie il S 5 5Y) aglilan () sBlaty agin jsle Case (5 e sy
O sall ( Janadll

Pasal 8
Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 9



Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 10
Banu Al-Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 11
Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung
utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran

tebusan atau diat.

VY, 50 e (A ga (el Vg,

Pasal 12
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu

mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.
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Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka
mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau
kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya,

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

VE Gesele 1S e Vs S (8 Lase (ae Jiy Y,

Pasal 14
Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran
membunuh orang Kkafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir

untuk (membunuh) orang beriman.

Vo, il gsn iany ) se agiany (piasall () g aali 3 agale daag Baal 5 Al 3ad o,

Pasal 15
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat.
Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan

lain.

VU agale paliie Wy Gaasthie 58 5 gu¥l g puaill Al 08 3 560 (e Lini (30 431,

Pasal 16
Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan

santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

Vi
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Pasal 17
Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat
perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan

Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

VA, Liary Lgudamy ity Uiz 0 3 4 5le S (),

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.
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Pasal 19
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam
peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada

petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik)

Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

vii
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Pasal 21
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya,
harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang

beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
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Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah
dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman
kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi
pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak

diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.
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Pasal 23
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan)

Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Y€, Oaolae sl e (e sall e (o583 3 seal) O s

Pasal 24

viii



Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
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Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum
Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan
ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim

dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

YR Case o asealle e Jladll o sed Ol

Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

YV, Case o asealle Jie djall i ased Ol

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

YA, Gase o asealle Jiasaclu A asedd g

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

YA e o asealle Jie adia (a5 O



Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Yo cage b agelle e s (sl Ol

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
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Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

VY, pni 1S ada (ylay aiia ol 5

Pasal 32
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu

‘Awf.
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Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Vi, aguadlS el ) ge ol

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).
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Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

138l e il s alls (e ) 4y (a5 b i

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad
SAW. la tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang
lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa
diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat

membenarkan ketentuan ini.
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Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban
biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh
piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari
khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya.

Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
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Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.
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Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.
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Pasal 40
Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang

tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
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Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.
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Pasal 42

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang
dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut
(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW.

Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.
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Pasal 43
Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung

mereka.
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Pasal 44
Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota

Yatsrib.
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Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan)
memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu
harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib
memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang
menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing

sesuai tugasnya.
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Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban
seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan
penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu
berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas
perbuatannya. Sesungguhnya Allah palingmembenarkan dan memandang baik isi

piagam ini.
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Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang
keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang
zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.
Dan Muhammad Rasulullah SAW
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1. TERJEMAHAN

LAMPIRAN

Him

FN

Terjemahan

BAB Il

42

100

67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani,
akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri
(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-

orang musyrik.

[201] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh

dari kesesatan.




2. DOKUMEN PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah :

HA)”L}AA)X\A:“\(;MJ
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan
muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti

mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.
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Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.
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Pasal 2
Kaum mubhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan

cara baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 3
Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan

dengan baik dan adil di antara mukminin.
Oiasall

Pasal 4
Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 5
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 6



Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 7
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 8
Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 9



Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 10
Banu Al-Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar

tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 11
Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung
utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran

tebusan atau diat.
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Pasal 12
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu

mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.
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Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka
mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau
kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya,

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.
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Pasal 14
Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran
membunuh orang Kkafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir

untuk (membunuh) orang beriman.
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Pasal 15
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat.
Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan

lain.
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Pasal 16
Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan

santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.
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Pasal 17
Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat
perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan

Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.
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Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.
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Pasal 19
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam
peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada

petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik)

Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.
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Pasal 21
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya,
harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang

beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
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Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah
dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman
kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi
pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak

diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.
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Pasal 23
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan)

Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.
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Pasal 24
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Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
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Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum
Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan
ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim

dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.
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Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
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Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
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Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
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Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
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Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
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Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
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Pasal 32
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu

‘Awf.
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Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Vi, aguadlS el ) ge ol

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).
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Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

138l e il s alls (e ) 4y (a5 b i

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad
SAW. la tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang
lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa
diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat

membenarkan ketentuan ini.
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Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban
biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh
piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari
khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya.

Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
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Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.
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Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.
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Pasal 40
Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang

tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
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Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.
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Pasal 42

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang
dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut
(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW.

Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.
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Pasal 43
Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung

mereka.
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Pasal 44
Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota

Yatsrib.
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Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan)
memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu
harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib
memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang
menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing

sesuai tugasnya.
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Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban
seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan
penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu
berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas
perbuatannya. Sesungguhnya Allah palingmembenarkan dan memandang baik isi

piagam ini.
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Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang
keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang
zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.
Dan Muhammad Rasulullah SAW

()l de dene () Al (Y IYYINN A Ga (S 6 el o e i) B QUK (e (ol

Y R AP ST JLN |

Xiv



3. CURRICULUM VITAE

Nama :A. MIFTAHUL AMIN, S.H.I.

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 9 Agustus 1991

Jenis Kelamin - Laki-Laki

Nama Ayah : MASYHUR

Nama Ibu : SITIROCHMATIKA

Alamat : Rungkut Menanggal Gg. 01. No. 37, Kecamatan

Gunung Anyar, Kota Surabaya.
Nomor Hand Phone : 085746464357
Email : a.miftahulamin@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Hasyim Asy’ari Sedati Sidoarjo (1995-1998)

2. MI Hasyim Asy’ari Sedati Sidoarjo (1998-2004)

3. MTSN Tambakberas Jombang (2004-2007)

4. MAN Tambakberas Jombang (2007-2010)

5. S-1 Program Studi Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)

6. S-2 Progrm Studi Hukum Islam konsentrasi Studi Politik dan
Pemerintahan dalam Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-1017)

Pengalaman Organisasi:
1. Pengurus PMII Rayon Asram Bangsa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2010-2012

XV



Ketua DPC PRM (Dewan Pimpinan Cabang Partai Rakyat Merdeka)
Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2013-2014

Ketua BEM-J JS (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah)
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan
tahun 2013-2014

Koordinator Keorganisasian PC. IPNU kab. Sleman (Pengurus Cabang
Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama’ Kabupaten Sleman) angkatan tahun 2010-
2012.

Komisariat GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2010

Koordinator LITBANG (Penelitian dan Pengembangan Hukum) di PSKH
(Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
angkatan tahun 2012-2013

Pengurus Bidang Advokasi DPC PERMAHI (Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta angkatan tahun
2011-2012

Pengurus HIMABU (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum)
Yogyakrta angkatan tahun 2011-2012

Pengurus LPM ARENA (Lembaga Pers Mahasiswa ARENA) UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2010-2012

XVi



10. Pengurus LMN Partai NasDem DPW D.l. Yogyakarta (Liga Mahasiswa
Nasional, Partai Nasional Demokrat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta) angkatan 2012-2013

11. Pengurus Garuda Sakti Partai Gerindra angkatan 2013

12. Relawan BAWASLU RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia) pada pemilihan umum 2014

13. Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (DPC
APSI) Kota Yogyakarta, sebagai Kepala Bidang Ekonomi Islam dan
Ekonomi Konvensional (2014-2015)

14. Yayasan Garda Pandawa (YGP) sebagai Sekretaris (2016-2018)

15. Anggota Dewan Pengurus Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi

Jawa Timur (DPD KAI JATIM)

Pengalaman Pekerjaan

1. Advokat dan Konsultan Hukum dengan Nomor Register
659/Hk.Adv/9/2016/PT SBY, berdasarkan Berita Acara Pengambilan
Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya

2. Konsultan Hukum di Post Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan
Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman

3. Yayasan Garda Pandawa (YGP) sebagai Sekretaris

4. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH Pandawa)
Sebagai Advokat

5. Direktur Law Office Advocate and Legal Consultant “A. MIFTAHUL

AMIN AND PARNERS”

Xvii



Publikasi Karya limiah:

Tahun Jenis Judul
2014 | Jurnal PENAGAMA Islam dan Ketatanegaraan
UIN Sunan Kalijga Turki Modern Perspektif Politik
Yogyakarta Profetik
2013
Buku Hasil Kekerasan di sesama Organisasi
Penelitian Islam
Mabhasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2012 | Majalah Slilit Arena | Mengagas Kembali Desentralisasi
dan Otonomi Desa

Kegiatan Internasional:

Tahun Jenis Tema
2014 International Bisiness, State, Civil Society and
Seminar The Role of University: In Search a
Common Platfrom for
Collaboration
2014 International Public Demographic Bonus and The
Lecture Future of Indonesia
2013 International Ending Intolerance of Religious and
Seminar Ethnic Others in Plural Societies
2013 International Historical and Cultural Presence of
Conference Shias in Southeast Asia: Looking at
Future Trajectories
2013 International Approaches to The Study of The
Conference Qur’an
2013 International Shaping Islamic Tomarrow Today:
Seminar Magasid Perspective Toward a New

XViii




Paradigm of Islamic Research
2012 International The Relevance of Sharia With
Seminar Contemporary Humanitarian Law:
Avoiding Apologetic Intelectual
Orientations
2012 International Shari’ah, State, and Globalization
Seminar
2012 Student Forum International Consortium for Social
Development (ICSD) Asia Pasific
Conference 2012
Kegiatan Nasional :
Tahun Jenis Tema
2014 | Kongres Pendidikan, Memperkokoh Format
Pengajaran, dan Pendidikan Nasional yang
Kebudayaan 11 Berkepribadian dan
Tahun 2014 Berlandaskan Pancasila
2013 | Kongres PancasilaV | Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai
Pancasila Dalam Menguatkan
Semangat Ke-Indonesiaan
2012 Kongres Pancasila Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai
v Pancasila dalam Menegakkan
Konstitusionalitas Indonesia
2012 Kongres FORMASI Eksistensi Syari’ah dalam
(Forum Mahasiswa Kompetensi Global
Syari’ah Indonesia)

XiX




Kegitan Pelatihan dan Seminar Penunjang Keilmuan :

Tahun

Jenis

Tema

2014 Pelatihan Praktisi

Pelatihan Pendaftaran dan

Sosial Muktahir

Hukum Pengurusan Hak-Hak Atas
Tanah (PPHT)
2014 Pelatihan Teori Membahas dan

Mengimplementasikan Teori
Sosial dalam Realitas

2014 Seminar Nasional

RUU Pertanahan ditinjau dari
aspek Bisnis dan Investasi dalam
semangat Pengembangan dan
Pembangunan Indonesia

2014 Seminar Hukum

Perlindungan Hukum Profesi
Perawat

2013 Pelatihan Dasar
Pemantauan
Peradilan

Kaum Muda Peduli Peradilan
Bersih di Indonesia

2013 Sekolah Hukum

Nasional

Mendidik Calon Praktisi Hukum
yang Cerdas, Loyal, dan
Berkompeten

Situs Sosial Media :

Email
Nomor Handphone
PIN BBM

Facebook

: a.miftahulamin@gmail.com
: 085746464357
: D4ACDA975

: A Miftahul Amin

XX



mailto:a.miftahulamin@gmail.com

	HALAMAN JUDUL
	PERNYATAAN KEASLIAN

	PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

	PENGESAHAN

	PERSETUJUAN TIM PENGUJI

	NOTA DINAS PEMBIMBING

	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I
PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V
PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-
LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE 


